SARASEHAN “INDONESIA POROS MARITIM DUNIA”

TOPIK BAHASAN “KEDAULATAN MARITIM INDONESIA”

Pengantar

Kita sudah sering mendengar bahwa secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu
pulau, dilintasi garis khatulistiwa, terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, luas perairannya yang terdiri dari laut territorial,
perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau
sekitar 70 % dari luas wilayah NKRI, sedangkan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer
persegi. Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 kilometer persegi
menambah luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi.
Oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan bahwa Indonesia adalah negara berciri maritim.

Mencermati konstelasi geografi Indonesia sedemikian rupa, bangsa Indonesia
menyadari bahwa laut merupakan media pemersatu dan sebagai media penghubung antar
pulau dan bahkan penghubung antar negara negara di dunia. Dengan telah diratifikasinya
UNCLOS ’'82 oleh negara negara di dunia, secara tidak langsung mengukuhkan Indonesia
sebagai negara kepulauan, sehigga sudah sepatutnya seluruh aspek kehidupan dan
penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan geostrategik, geopolitik, geoekonomi serta
geososial budaya sebagai negara kepulauan. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa harus
didasari oleh kesadaran ruang maritim tempat kita berada, sehingga sejatinya visi maritim
menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari posisi Indonesia yang sangat strategis tersebut adalah perairan
Indonesia menjadi sangat penting bagi masyarakat dunia pengguna laut, hal tersebut memberi
arti bahwa manakala bangsa Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan tantangan maka
akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia namun demikian perlu diwaspadai
pula manakala bangsa Indonesia tidak mampu mengantisipasi dan mengelola kendala dan
kerawanan yang timbul maka akan berdampak terhadap keamanan dan bahkan kedaulatan.



Indonesia Poros Maritim Dunia

Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia
menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir
Madagaskar Afrika Selatan. Hal tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia
telah memiliki jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain di dunia. Di
samping itu nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan
kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa, seperti
perdagangan dan komunikasi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penggunaan laut secara
tradisional adalah sebagai media perhubungan atau transportasi dan sebagian besar
perdagangan di dunia melewati laut yang volume muatannya terus meningkat hingga sekarang.

Perdagangan melalui lautan merefleksikan meningkatnya karakter dunia modern yang
komplek, saling ketergantungan dan beroperasinya lingkungan pasar bebas yang intens. Kapal
milik sebuah perusahaan dapat didaftarkan di bawah bendera negara lain dan kapal tersebut
barangkali mempunyai awak kapal dari berbagai bangsa. Sebagai konsekuensinya, identifikasi
kepemilikan dan tanggung jawab negara untuk melindungi kapal demi untuk kepentingan
keselamatan pelayaran dan keselamatan kerja di kapal seringkali merupakan hal yang rumit.
Bila pada zaman dahulu pengaturan tentang penggunaan laut seperti pelayaran dan
penangkapan ikan, cukup dilakukan oleh negara pemilik kapal tanpa memperdulikan
kepentingan negara pantai lainnya, dewasa ini pengaturan penggunaan dan hukum di laut
semakin rumit. Dunia internasional semakin menyadari arti kebersamaan, karena laut dan
seluruh isinya adalah warisan bersama seluruh umat manusia yang harus dapat dinikmati
bersama manfaatnya, tidak dimonopoli oleh negara-negara maritim tertentu saja.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa perairan Indonesia pada posisi silang dunia
dan sejak dulu telah digunakan sebagai jalur pelayaran dan perdaganggan internasional.
Frekuensi kapal asing yang melintasi wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia juga semakin
meningkat seiring bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik. Sekitar 70
% angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik dan sebaliknya
melalui perairan Indonesia. Oleh karena itu secara geografis sesungguhnya Tuhan telah
menganugerahkan kepada Bangsa Indonesia suatu posisi yang sangat strategis sebagai poros
atau sumbu jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Namun demikian posisi strategis tersebut
meskipun telah dimanfaatkan oleh pengguna laut, tidak serta merta Indonesia dapat
memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, apabila tidak didukung
oleh kemampuan memanfaatkan peluang yang ada.



Dalam Doktrin TNI AL yang diterbitkan tahun 2001, kata maritim diartikan berkenaan
dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Pengertian yang lebih
luas, selain menyangkut sumber-sumber daya intern laut juga menyangkut faktor ekstern laut
yaitu pelayaran, perdagangan, lingkungan pantai dan pelabuhan serta faktor strategis lainnya.
Kata maritim mengandung arti integrasi/gabungan, dan menunjukkan suatu lingkungan
kelautan serta bukan menunjukkan institusi. Mengalir dari uraian di atas, bangsa Indonesia
patut bersyukur karena secara geografis Tuhan telah memposisikan kepulauan Indonesia pada
poros maritim dunia, pertanyaannya adalah apakah bangsa Indonesia akan memanfaatkannya
atau menyia-nyiakannya ?

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia sesungguhnya
merupakan keharusan karena akan ikut meningkatkan kesejahteraan bangsa, oleh karena itu
diperlukan kemampuan maritim yaitu kemampuan ekonomi, politik dan militer dari suatu
bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan
sendiri, serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang merugikan pihak sendiri. Oleh
karena itu perlu dirumuskan peluang-peluang yang pada dasarnya diorientasikan pada
kepentingan para pengguna poros maritim dunia, antara lain penyediaan tempat berlabuh
yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang akan beristirahat atau perbaikan atau
menunggu tempat sandar, penyediaan pelabuhan bongkar muat yang efisien, penyediaan
galangan kapal yang mumpuni, penyediaan pelayanan pengisian bahan bakar dan air tawar
yang kompetitif, mewajibkan penggunaan pandu bagi kapal-kapal yang melintasi alur sempit
agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan tertutupnya alur pelayaran,
penyediaan keperluan awak kapal yang reprentatif seperti sarana rekreasi dan wisata serta
pusat perbelanjaan yang khas dan mengesankan, penyediaan sistem informasi yang cepat
dan terkini, dukungan manajemen yang efektif dan handal serta masih banyak lagi peluang
yang dapat digali agar para pengguna laut lebih memilih berhenti sementara waktu di
Indonesia untuk memenuhi kepentingannya atau bahkan menjadikan Indonesia sebagai
tempat transit barang muatan yang akan diteruskan oleh kapal lain ke daerah tujuan.

Memang tidaklah mudah merebut hati dan menarik minat para pengguna laut bila tidak
didukung sarana dan prasarana yang memadai, efektif, efisien dan memiliki kekhasan
tersendiri, serta para pengguna laut merasa nyaman dan adanya jaminan keamanan selama
berada di Indonesia. Jaminan keamanan tidak saja diperlukan oleh pengguna laut, tetapi juga
bagi Indonesia sebagai negara pantai/kepulauan agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun
pelanggaran kedaulatan.

Kedaulatan Maritim Indonesia

Indonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah NKRI yang merupakan satu kesatuan
wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut



dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Di wilayah daratan sampai dengan batas garis air rendah (low
water line) atau garis pangkal (base line), termasuk teluk dan muara sungai yang dibatasi garis
pangkal (perairan pedalaman) merupakan wilayah negara yang mempunyai kedaulatan mutlak.
Sedangkan wilayah laut yang meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan merupakan wilayah
negara dengan kedaulatan yang dibatasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, wilayah laut
tersebut mengakomodasikan berbagai kepentingan internasional seperti lintas damai, lintas
transit maupun lintas alur laut kepulauan.

Indonesia juga memiliki hak hak lain, yurisdiksi dan kewajiban sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangan dan hukum internasional di wilayah perairan yurisdiksi nasional
yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen seperti
perikanan, pertambangan, pelestarian lingkungan laut dan penanggulangan berbagai kejahatan
di laut. Oleh karena itu penegakan kedaulatan dan hukum di laut diselenggarakan sesuai
ketentuan hukum laut internasional, dan dilakukan oleh otoritas yang mewakili negara pantai
yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara. Sedangkan di luar wilayah perairan
yurisdiksi nasional, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga, melindungi
kepentingan nasional di dan atau lewat laut berdasarkan peraturan perundangan dan hukum
internasional.

Adanya perbedaan antara perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial
pada dasarnya ditentukan oleh hak dan kewajiban negara kepulauan dan juga hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh negara lain di perairan tersebut yaitu hak pelayaran dan
penerbangan serta pemanfaatan perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedaulatan yang
dimiliki oleh negara kepulauan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hak yang
dapat dinikmati oleh Negara lain seperti memberikan dan mengakomodasikan hak pelayaran
melalui perairan kepulauan, kewajiban untuk menghormati perjanjian yang telah ada dengan
negara lain sebelum pemberlakuan konvensi hukum laut, mengakui hak perikanan tradisional,
mengakui adanya aktivitas yang sah lainnya serta menghormati kabel bawah laut dan
memperbolehkan kegiatan pemeliharaan/penggantian kabel.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan, Indonesia
mempunyai kedaulatan (sovereignty) di Perairan Indonesia, yang wilayahnya terdiri dari
Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial Indonesia. Dengan adanya
pembatasan itu secara jelas Indonesia tidak mempunyai kedaulatan di ZEE dan landas
kontinen Indonesia ataupun di tempat lain selain di perairan Indonesia. Pembatasan
penunjukan wilayah kedaulatan negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan dalam
konvensi hukum laut yang menyatakan bahwa negara pantai/kepulauan di ZEE dan landas
kontinen hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign right).



Konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan harus mengakomodasikan
kepentingan internasional khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan
dan laut teritorialnya. Sesuai dengan konvensi hukum laut, setidaknya ada tiga jenis lintas yang
diatur yaitu lintas damai, lintas alur laut kepulauan dan lintas transit serta negara kepulauan
diminta untuk menghormati hak negara tetangga terkait dengan kegiatan/kepentingan yang
sah di perairan kepulauannya di antaranya lintas pelayaran dan penerbangan. Indonesia telah
mengakomodasikan empat jenis lintas bagi kapal dan pesawat udara asing. Pengakuan akan hak
lintas ini telah sesuai dengan konvensi hukum laut dan dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996. Pelaksanaan hak lintas damai telah diakomodasi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002, hak lintas alur laut kepulauan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Indonesia memberikan akses kepada kapal dan pesawat
udara Malaysia untuk melaksanakan hak lintas akses dan komunikasi sebagaimana tertuang
dalam Perjanjian Bilateral yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983.

Hak lintas transit berlaku di Selat Malaka, Selat Philips dan Selat Singapura yang
digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut
lepas atau suatu ZEE lainnya. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan
penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat
mungkin. Kapal dan pesawat udara sewaktu melaksanakan hak lintas transit harus:

- lewat dengan cepat melalui atau diatas selat,

- menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan
dengan selat atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum
internasional yang tercantum dalam Piagam PBB,

- menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung
dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena force majeure atau
karena kesulitan.

Hak lintas damai berlaku di laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan kapal
asing melintas dari satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian lain laut bebas atau ZEE tanpa
memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas
pelabuhan di luar perairan pedalaman, untuk keperluan melintas dari laut bebas atau ZEE ke
atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas
pelabuhan di luar perairan pedalaman. Pelaksanaan hak lintas damai dilakukan dengan
menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan
memperhatikan pedoman pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di bidang
keselamatan pelayaran. Setiap kapal asing yang melaksanakan lintas damai wajib berada dalam
batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi



yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran. Dalam melaksanakan lintas damai
melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara
lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB,

- melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun,

- melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan
bagi pertahanan dan keamanan negara.

- melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi
pertahanan dan keamanan negara,

- meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas
kapal,

- meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer
dari atau ke atas kapal,

- hilir mudik di laut teritorial dan perairan kepulauan atau kegiatan lainnya yang tidak
berhubungan langsung dengan lintas.

Dalam melaksanakan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, kapal
asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan:

- membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter,

- kegiatan perikanan,

- kegiatan riset atau survey,

- perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas atau
instalasi komunikasi lainnya,

- perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran
yang parah,

- kapal asing juga tidak boleh merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi serta
fasilitas atau instalasi navigasi lainnya, melakukan perusakan terhadap sumberdaya
hayati, atau merusak/mengganggu kabel dan pipa laut.

Hak lintas alur laut kepulauan berlaku di alur laut atau ruang udara di atas alur laut yang
ditetapkan sebagai alur laut kepulauan yaitu ALKI-1, ALKI-2 dan ALKI-3 untuk pelayaran kapal
atau penerbangan pesawat udara asing dari satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian lain laut
bebas atau ZEE melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Hak dan kewajiban
kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan:



- kapal dan pesawat udara asing harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas
alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang
terus menerus, langsung, cepat dan tidak terhalang,

- selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi dari garis
sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut
tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik
yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut,

- kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan
kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik
Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional
yang terdapat dalam Piagam PBB,

- kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau
latihan menggunakan senjata macam apapun dengan menggunakan amunisi,

- kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara tidak
boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia,

- semua kapal asing tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar mandir
kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibahatau memberikan
pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah,

- kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan
gangguan terhadap sistem komunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi
langsungdengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah
Indonesia,

- kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset atau survey
hidrografi tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan atau survey hidrografi, baik
dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh,
kecuali telah memperoleh ijin untuk hal itu,

- kapal asing termasuk kapal penangkap ikan tidak boleh melakukan kegiatan perikanan,

- kapal dan pesawat udara asing tidak boleh menaikkan ke atas kapal atau menurunkan
dari kapal, orang, barang, mata uang dengan cara bertentangan dengan perundang-
undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan, kecuali dalam keadaan force
majeure atau dalam keadaan musibah,

- kapal asing dilarang membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak
lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan
mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari kapal,

- kapal asing dilarang melakukan dumping di Perairan Indonesia.

Mengalir dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedaulatan maritim Indonesia
merupakan penghormatan terhadap hak dan kewajiban Negara Republik Indonesia sebagai
negara pantai dan pengakuan akan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing untuk
menikmati hak lintasnya di Perairan Indonesia.



Menegakkan Kedaulatan Maritim Indonesia

Mencermati ketiga jenis lintas tersebut di atas menunjukkan adanya akomodasi
kepentingan antara negara pantai/kepulauan dengan negara pengguna. Dari ketiga jenis lintas
yang telah diuraikan, lintas damai merupakan lintas yang telah dikenal sejak lama, sedangkan
lintas alur laut kepulauan dan lintas transit merupakan jenis lintas baru yang berhasil disusun
dan disepakati dalam sidang konferensi hukum laut ke-3. Khusus untuk lintas transit, pada
dasarnya merupakan perkembangan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan di selat yang
pada awalnya merupakan selat yang bukan menjadi milik negara pantai dan merupakan aplikasi
dari kebebasan bernavigasi di laut bebas.

Dalam praktek di lapangan sangatlah sulit membedakan apakah suatu kapal ketika
melintas di perairan kepulauan sedang menikmati hak lintas alur laut kepulauan atau hak lintas
damai, oleh karena itu sangatlah penting untuk membedakan kedua hak tersebut. Perbedaan
dari kedua hak tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- kapal selam dan wahana bawah laut lainnya diperbolehkan bernavigasi secara normal
saat lintas alur laut kepulauan, sedangkan dalam lintas damai disyaratkan untuk
bernavigasi di permukaan laut dan menunjukkan bendera,

- hak penerbangan diperbolehkan di lintas alur laut kepulauan dengan melalui rute udara
di atas alur laut, sedangkan dalam lintas damai tidak ada hak penerbangan,

- hak lintas alur laut kepulauan tidak dapat ditangguhkan meskipun alur laut
kepulauannya dapat diganti, sedangkan hak lintas damai dapat ditangguhkan,

- dalam lintas alur laut kepulauan hak negara kepulauan terbatas, sedangkan lintas damai
mempunyai kekuasaan yang lebih untuk mengatur dan melaksanakan control,

- dalam lintas alur laut kepulauan tidak ada persyaratan pemberitahuan atau ijin,
sedangkan lintas damai tidak ada aturan yang jelas dalam hukum internasional terkait
dengan persyaratan pemberitahuan atau ijin di laut teritorial.

Hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan merupakan hak lintas yang lebih
bebas daripada hak lintas damai. Ditinjau dari aspek operasional, lintas transit merupakan lintas
yang pada dasarnya sama dengan lintas alur laut kepulauan hanya berbeda tempat
pelaksanaannya, namun menurut beberapa pakar hukum laut ada perbedaan antara lain:

- lintas transit melalui selat untuk pelayaran internasional mengacu kepada kebebasan
pelayaran (freedom of navigation), sedangkan lintas alur laut kepulauan melalui alur
laut kepulauan yang telah ditetapkan dan mengacu pada hak melintas (right of passage),

- dalam lintas transit tidak ada kualifikasi bagaimana suatu kapal atau pesawat udara
harus melintas, sedangkan dalam lintas alur laut kepulauan hak pelayaran harus
dikualifikasikan pada normal mode of navigation,



- dalam lintas transit tidak ada batasan-batasan seperti pada lintas alur kepulauan yang
harus digambarkan dengan suatu garis sumbu yang berkelanjutan, dengan batasan
kapal dan pesawat udara tidak boleh menyimpang ke kanan/ke kiri sejauh 25 mil laut
selama melintas dan tidak boleh berlayar atau terbang mendekat ke pantai lebih dari
10% dari lebar alur laut kepulauan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan di laut teritorial,
perairan pedalaman dan perairan kepulauan, dan disisi lain konvesi hukum laut mengatur hak
navigasi bagi kapal/pesawat udara yaitu lintas damai, lintas alur laut kepulauan dan lintas
transit. Berdasarkan hak dan kewajiban negara pantai dan para pengguna laut serta dengan
memahami ketentuan dan perbedaan dari ketiga rejim lintas di perairan Indonesia, maka
penegakan kedaulatan maritim Indonesia sesungguhnya adalah pengawasan terhadap kapal
dan pesawat udara asing agar mentaati hak dan kewajibannya serta melaksanakan
penindakan kepada kapal dan pesawat udara asing yang melanggar ketentuan dalam setiap
rejim lintas selama melintas di Perairan Indonesia. Agar mampu melaksanakan tugas tersebut,
beberapa hal penting perlu mendapat perhatian:

- Penentuan batas zona-zona maritim dapat digunakan bagi suatu negara kepulauan
untuk menentukan jenis hak lintas apa yang dapat dinikmati oleh kapal asing ketika
sedang berlayar di perairan tertentu. Sementara ini berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996, batas terluar zona maritim yang diatur hanya laut teritorial,
seharusnya batas terluar ataupun batas dalam dari perairan pedalaman, laut teritorial
perlu juga di atur sehingga memberikan kepastian dan keyakinan kepada para penegak
kedaulatan. Penentuan batas zona-zona maritim juga sangat penting bagi pemerintah
daerah mengingat kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia mempunyai hak eksklusif
untuk mengelola perairan yang ada di wilayahnya.

- Sistem deteksi yang memadai perlu dibangun untuk melakukan pengawasan pada
setiap rejim lintas. Saat ini sistem deteksi yang terpasang adalah radar di sepanjang selat
Malaka dan Selat Singapura untuk pengawasan dan menjamin keselamatan kapal laut
yang menikmati lintas transit, dan beberapa radar di ALKl untuk kapal laut yang
menikmati lintas alur laut kepulauan. Dihadapkan luasnya wilayah perairan Indonesia
tentu apa yang telah ada saat ini belumlah cukup, sistem deteksi belum memadai untuk
mengawasi kapal asing yang menikmati lintas damai, kapal dan pesawat udara asing
yang menikmati lintas alur laut kepulauan secara normal belum dapat diawasi terlebih
wahana bawah air. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan sifat letaknya
adalah tetap, maka pengawasan mengunakan satelit penginderaan akan lebih efektif
karena sekaligus dapat melaksanakan pengawasan terhadap semua kapal dan pesawat
udara asing yang sedang menikmati lintas transit, lintas damai dan lintas alur laut
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kepulauan. Satelit siapa yang dapat dimanfaatkan, seyogyanya Indonesia memiliki satelit
sendiri yang dapat digunakan bersama oleh beberapa kementerian dan instansi.

Sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menunjang pengawasan
terhadap kapal dan pesawat udara asing yang sedang melaksanakan rejim lintas,
khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi data, informasi perijinan dan
informasi lainnya diantara institusi yang terlibat. Kecepatan dan akurasi informasi
sangat diperlukan agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan dengan cepat dan
tepat serta tidak terkesan antar aparat yang berwenang tidak terkoordinasi dengan baik.
Saat ini sistem informasi yang berkaitan dengan penerbangan telah diupayakan
terintegrasi dan menunjukkan hasilnya, namun untuk kepentingan pengawasan rejim
lintas diperlukan integrasi semua instansi yang menangani penerbangan dan pelayaran.
Alut sista penindak dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sangat menentukan
kewibawaan negara pantai manakala terjadi pelanggaran kedaulatan. Sistem deteksi
yang canggih tidak ada artinya bila diketahui ada pelanggaran namun tidak mampu
menindaknya, oleh karena itu kehadiran alut sista di seluruh perairan Indonesia
merupakan keharusan untuk menjamin keamanan pengguna laut dan melaksanakan
penindakan manakala terjadi pelanggaran. Semua institusi yang terlibat dalam
penindakan di laut dan udara seyogyanya menghitung ulang apakah asset yang dimiliki
saat ini telah memadai untuk tugas tersebut.

Organisasi yang responsif dan efektif diperlukan untuk menjamin komando dan
pengendalian yang efektif dan terjaganya kesatuan komando. Saat ini untuk
pengamanan ALKI, TNI menggelar operasi pengamanan ALKl dengan bentuk Satuan
Tugas dan tentunya gelar operasi tersebut diperuntukkan bagi kapal dan pesawat udara
asing yang menikmati lintas alur laut kepulauan. Bagi pengguna lintas damai dan lintas
transit belum ada gelar operasi yang spesifik, namun selalu dikaitkan dengan gelar
operasi keamanan laut. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai peraturan perundangan
telah banyak instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum di
laut atau multy agency single task, sehingga dirasakan tidak efektif dan sebagai
pemborosan. Sesungguhnya Indonesia memerlukan organisasi baru single agency multy
task yang merupakan penyatuan dari alut sista yang dimiliki oleh beberapa instansi yang
ada saat ini. Diskursus tentang organisasi baru ini telah berjalan beberapa tahun dan
semoga dalam waktu dekat telah dapat direalisasikan.

Lembaga peradilan yang menangani secara khusus pelanggaran kedaulatan perlu
menjadi pemikiran kita bersama, apakah ditangani oleh lembaga peradilan yang telah
ada atau lembaga peradilan tersendiri seperti Mahkamah Pelayaran dan sebagainya.
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Penutup

Bangsa Indonesia patut bersyukur karena dianugerahi negara kepulauan dengan posisi
yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia, dan sesungguhnya anugerah tersebut dapat
mensejahterakan bangsa Indonesia bila peluang yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya, namun
juga dapat tidak berarti apa-apa karena tidak memanfaatkannya. Poros maritim sangat
berkaitan erat dengan perdagangan dan pelayaran, oleh karena itu dalam rangka
mengakomodasikan kepentingan masyarakat Internasional dan menyeimbangkan kepentingan
antar negara, konvensi hukum laut mengatur adanya hak lintas pelayaran atau penerbangan
yang dapat dilakukan oleh kapal ataupun pesawat udara asing melalui perairan Indonesia. Hak
lintas itu meliputi hak lintas transit, lintas damai dan lintas alur laut kepulauan.

Lintas damai, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan memiliki karakteristik
tersendiri yang pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan negara
pantai/kepulauan dan juga kepentingan kapal dan pesawat udara ketika melintas di perairan
Indonesia. Dari karakteristik tersebut dapat diidentifikasi adanya persamaan maupun
perbedaan dari masing-masing jenis lintas akibat subyek pelaksanaan hak yaitu kapal dan
pesawat udara asing, tempat yang hak-haknya dapat dilaksanakan dan batasan dari
pelaksanaan hak itu sendiri, untuk memastikan hak lintas yang sedang dinikmati oleh kapal dan
pesawat udara asing.

Indonesia memiliki kedaulatan di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan
kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan,
dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan
alam yang terkandung didalamnya. Pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak sepenuhnya absolut
karena adanya batasan-batasan yang harus di penuhi oleh negara kepulauan vyaitu
mengakomodasikan kepentingan komunikasi/pelayaran negara lain. Oleh karena itu perlu
adanya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menindak kapal dan pesawat
udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan saat menggunakan hak lintasnya.

Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penegakan kedaulatan antara
lain kejelasan tentang penetapan batas zona-zona maritim, sistem deteksi yang memadai,
sistem informasi yang terintegrasi, alut sista penindak secara kuantitas dan kualitas memadai,
organisasi yang efektif dan responsif serta adanya lembaga peradilan khusus bila diperlukan.

Penulis

Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono,

Tempat, tgl lahir, Blitar 25 08 55.

Jabatan terakhir, Kasal 2009 — 2010, Panglima TNI 2010 — 2013.



